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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi  menjadi sumber konflik di 
wilayah Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (RI-PNG). Penelitisn difokuskan pada 
wilayah   Perbatasan  Skow-Wutung,  Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua  karena wilayah 
tersebut  merupakan  pintu gerbang antara Indonesia dan Papua New Guinea.    
Penelitian dilakukan secara mendalam  melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi 
fenomenologik. Data empiris diperoleh melalui teknik wawancara mendalam,   observasi dan dokumentasi.  
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Identifikasi permasalahan yang berpotensi sebagai sumber konflik 
di wilayah perbatasan Skow–Wutung (Indonesia – Papua New Guinea)  adalah: kepemilikan hak hulayat 
(tanah adat) oleh warga negara PNG dalam wilayah pemerintahan Indonesia,  pelintas batas ilegal dan 
menjamurnya jalan alternatif (darat dan laut) di sekitar perbatasan Indonesia-PNG,  peredaran narkoba 
dan senjata tajam, kepemilikan kewarganegaraan ganda,  tenaga kerja asing (warga PNG)  dalam wilayah 
kekuasaan Indonesia (di sekitar pasar perbatasan), peredaran mata uang asing  (kina) di pasar perbatasan, 
transfortasi dan kesenjangan sosial ekonomi (kesejahteraan) masyarakat di wilayah perbatasan.   
Kata Kunci : Konflik, wilayah perbatasan, pelintas batas. 
 
Abstract 
 
The research was aimed at identifying potencial sources of conflict in the Indonesian Republik and Papua 
New Guinea border. The research focus of the border area Skow Wutung, Muara Tami Distrik, Jayapura 
City, Papua Province, becouse the locatioan was  central street Indonesian and Papua New Guinea. 
The study had been in-depth analysis, using a qualitatif descriptive approach adopting the fenomenology 
strategy. Empirical data were obtained though in-depth interviews, observation and documentations.   
Resulth of the research : Identification of problem at the potencial sources of conflict in the Skow Wutung 
(Indonesian – Papua New Guinea) border territority as follows: indegeneous land ownership (customary) 
by Papua New Guinea citizens on the Indonesian side of the border, illegal migrans and trafficking, drugs 
and sharp weapon sales, doble citizenship, lack of transfortations and infrastructures, and social ekonomi 
gab (walfare) 
Keywords : conflict, border region dan illegal migrans.  
 
A. Latar Belakang Masalah. 
 Reformasi sistem politik dan 
pemerintahan di Indonesia membawa   pengaruh 
terhadap perubahan pendekatan dalam 
pelaksanaan pembangunan dalam berbagai 
sektor, termasuk penanganan pembangunan 
kawasan wilayah perbatasan.   Pembangunan 
kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus 
perhatian pemerintah,  baik bidang infrastruktur 
maupun pembangunan sosial ekonomi, politik 
dan budaya masyarakat yang berdomisili di 
wilayah perbatasan.   
Propinsi Papua merupakan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia  Paling  
Timur yang berbatasan langsung dengan Negara 
Papua New Guinea (PNG). Sebelum era 
reformasi,   pembangunan infrastruktur dan 
tingkat kesejahteraan  masyarakat Papua  masih 
tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah 
lainnya. Permasalahan ini juga nampak di 
wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New 
Ginea yang saat itu masih terisolir dengan 
daerah lainnya.   
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Perhatian pemerintah pusat terhadap 
pembangunan di Papua ditandai dengan 
lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU 
Nomor 21 Tahun 2001 : 57). Pemberian 
otonomi khusus merupakan bentuk perubahan 
mendasar dalam menyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di Papua,  yang   
dimaksudkan    untuk mempercepat pelaksanaan 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Papua. Kebijakan ini  juga  
berdampak pada perhatian pemerintah untuk 
pengembangan dan pembangunan kawasan 
perbatasan di Papua.  
 Wilayah perbatasan Indonesia  dan 
Papua New Guinea telah ditetapkan sejak 22 
Mei 1885, yaitu pada meridian 141 bujur timur, 
dari pantai utara sampai selatan Papua. 
Perjanjian itu dilanjutkan antara Belanda-
Inggris pada tahun 1895 dan antara Indonesia-
Papua New Guinea pada tahun 1973, ditetapkan 
bahwa perbatasan dimulai dari pantai utara 
sampai dengan Sungai Fly pada meridian 141° 
00’ 00” bujur timur, mengikuti Sungai Fly dan 
batas tersebut berlanjut pada meridian 141° 01’ 
10” bujur timur sampai pantai selatan Papua. 
Permasalahan yang menonjol 
disepanjang wilayah perbatasan Indonesia dan 
PNG  terutama menyangkut pembangunan 
infrastruktur dan masalah kesejahteraan 
masyarakat  yang berdomisili di sekitar wilayah 
perbatasan. Pembangunan infrastruktur 
terutama yang berhubungan dengan transfortasi 
masih terbatas dan belum merata diwilayah 
perbatasan.  Dari segi ekonomi,  tinggkat 
pendapatan  masyarakat masih rendah dan 
terbatas pada sektor pertanian.  Demikian 
halnya dengan sarana dan prasarana  pendidikan 
dan  kesehatan yang masih rendah.  Selain itu, 
masalah politik yang berhubungan dengan 
tempat pelarian kelompok-kelompok ekstrim  
yang berseberangan dengan pemerintah  ke 
negara tetangga (PNG).   
Wilayah Skow-Wutung, distrik Muara 
Tami Kota Jayapura  merupakan pintu gerbang 
antara Indonesia dan PNG. Wilayah tersebut 
menjadi fokus perhatian karena selain sebagai  
pintu gerbang juga banyak dijumpai 
permasalahan-permasalahan    yang berpotensi 
sebagi sumber konflik antara kedua negara yang 
berbatasan. Beberapa permasalahan yang 
diidentifikasi sebagai sumber konflik di daerah 
perbatasan Skow Wutung adalah:  
a. Permasalahan pelintas batas yang terjadi 
secara ilegal karena tidak  tidak dilengkapi 
dengan dokumen resmi.   
b. tempat pelarian bagi oknum/kelompok 
yang melakukan pelanggaran hukum 
maupun kelompok organisasi yang 
menentang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.          
c. Tempat keluar masuknya barang-barang 
ilegal dan peredaran narkoba (ganja), serta 
penyelundupan senjata tajam.      
Selain permasalahan tersebut di atas,  
ketertinggalan pembangunan prasarana dan 
sarana   dan  rendahnya tingkat  kesejahteraan 
masyarakat juga nampak di wilayah perbatasan 
Skow-Wutung. Pelaksanaan pembangunan 
telah dilaksanakan selama ini, namun hasilnya  
belum maksimal terutama pembangunan sarana 
prasarana di mana masyarakat berdomisili. Hal 
ini disebabkan karena pelaksanaannya  masih  
bersifat secara sektoral.   
Minimnya asksebilitas  di kawasan 
perbatasan merupakan salah satu faktor yang 
turut mendorong orientasi masyarakat 
perbatasan untuk cenderung beraktivitas secara 
sosial dan ekonomi ke negara tetangga. 
Kesulitan aksebilitas akan memunculkan 
kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih  
beraktivitas di negara tetangga yang lebih 
menguntungkan. Jika keadaan ini dibiarkan 
berlarut-larut, maka dikawatirkan akan 
memunculkan degradasi nasionalisme 
masyarakat perbatasan dikemudian hari. 
Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus 
karena bila tidak diantisipasi dan ditangani 
dengan baik maka bisa berpotensi  menjadi 
sumber konflik baik antara negara tetangga 
maupun antar sesama kelompok masyarakat.   
Perhatian pemerintah terhadap kawasan 
perbatasana Indonesia dan Papua New Guinea  
seharusnya menjadi perioritas  dalam 
pembangunan dan pengamanan    karena 
berhubungan dengan kedaulatan negara. Karena 
itu diperlukan kajian dan analisis terutama dari 
aspek ilmiah untuk memberikan gagasan dan 
pemikiran dalam menyelesaikan permasahan 
perbatasan.    
B. Tinjauan Pustaka 
1. Konsep Perbatasan.   
Wilayah perbatasan adalah daerah 
terluar suatu negara berupa garis imajiner yang 
memisahkan kedua negara yang berbatasan, 
baik di darat, laut maupun udara. Perbatasan 
secara umum diartikan sebagai garis demarkasi 
antar dua negara yang berdaulat. 
Martinez mengelompokkan perbatasan 
dalam beberapa tipe perbatasan, yaitu: (1) 
alinated borderland, yaitu wilayah perbatasan 
yang tidak terjadi lintas batas, sebagai akibat 
berkecamuknya perang, konflik, dominasi 
nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan 
agama, perbedaan suku, serta persaingan etnik; 
(2) coexistent borderland, yaitu wilayah 
perbatasan dimana konflik lintas batas bisa 
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ditekan sampai ke tingkat yang dikendalikan 
meskipun masih muncul persoalan yang 
penyelesaiannya berkaitan dengan masalah 
kepemilikan sumber daya alam yang strategis di 
perbatasan; (3) interdependent borderland, 
yaitu wilayah perbatasan yang kedua sisinya 
secara simbolik dihubungan oleh hubungan 
internasional yang relatif stabil; dan (4) 
intergrated borderland, yaitu wilayah 
perbatasan yang kegiatan ekonominya 
merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh 
menyurut pada kedua negara dan keduanya 
tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat 
(Ardahana, 2007 : 1).  
2. Teori Konflik 
Menurut Suprihanti konflik dapat 
diartikan sebagai ketidaksetujuan antara dua 
atau lebih anggota organisasi atau kelompok 
dalam suatu organisasi yang timbul karena 
mereka harus menggunakan sumber daya yang 
langka secara bersama-sama atau menjalankan 
kegiatan bersama-sama, atau karena mereka 
mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan 
persepsi yang berbeda (Sunyoto, 2012 : 71).  
Wirawan (2013 : 79) mendefenisikan 
konflik sebagai pertentangan yang 
diekspresikan di antara  dua pihak atau lebih 
yang saling tergantung mengenai objek konflik, 
menggunakan pola perilaku dan interaksi 
konflik yang menghasilkan keluaran konflik. 
Ralf Dahrendorf melihat hubungan erat 
antara konflik dan perubahan. Ia berpendapat 
bahwa seluruh kreativitas, inovasi dan 
perkembangan dalam kehidupan individu, 
kelompoknya dan masyarakatnya, disebabkan 
terjadinya konflik antara kelompok dan 
kelompok, antara individu dan individu serta 
antara emosi dan emosi di dalam diri individu 
(Lauer 2003 : 281). 
Giddens mengemukakan bahwa 
penyebab konflik berhubungan dengan 
beberapa hal, yaitu: (a) segenap masyarakat 
dengan segala aspek memunculkan tekanan atau 
konflik; (b) terdapat sejumlah elemen yang pada 
dasarnya ikut memberi konstribusi kepada 
disintegrasi atau pada perubahan sistem; dan (c) 
semua masyarakat mendasarkan diri pada 
paksaan sebagian anggotanya terhadap sebagian 
anggota masyarakat yang lain (Giddens dkk, 
2004 :325). 
a. Sumber Konflik  
Pada umumnya penyebab munculnya 
konflik kepentingan sebagai berikut: (1) 
perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) 
langkanya sumber daya seperti kekuatan, 
pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan 
posisi, dan (3). persaingan. Ketika kebutuhan, 
nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika 
sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan 
ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta 
hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan 
akan muncul (Johnson & Johnson, 1991).   
Miall dkk. (2002 : 121) menjelaskan 
bahwa sumber-sumber konflik dalam 
masyarakat kontemporer  dapat di lihat pada 
beberapa tingkatan yaitu: (1)  Global : transisi 
geografik, pembagian Utara-Selatan, (2) 
Regional Negara : pola patron, demografi sosial 
lintas perbatasan, (3) Sosial: Masyarakat yang 
lemah, pembagian budaya, ketidak seimbangan 
etnis, (4)  Ekonomi: ekonomi yang lemah, 
sumber alam yang miskin, kerugian relatif, (5) 
politik: pemerintahan yang lemah, 
pemerintahan partisan, rezim yang tidak 
mempunyai legitimasi, (6) kelompok  konflik:  
mobilitasi konflik, dinamika antar kelompok, 
dan (7) elite/individu: kebijakan kelompok 
eksklusionis, kepentingan faksional, 
kepemimpinan yang serahkah.  
Wirawan (2013 : 80) mengklasifikasi 
jenis konflik sebagai berikut : 
1) Konflik personal dan konflik 
interpersonal. Konflik personal terjadi 
dalam diri seseorang, sedangkan konflik 
interpersonal terjadi dalam organisasi. 
2) Konflik interest (conflict of interest), 
konflik yang mempunyai ciri personal dan 
interpersonal.  
3) Konflik konstruktif dan konflik destruktif. 
Konflik konstruktif yaitu konflik yang 
prosesnya mengarah kepada mencari 
solusi mengenai substansi konflik yang 
memuaskan kedua belah pihak yang 
berkonflik. Konflik destruktif, konflik 
yang menghasilkan solusi konflik dimana 
ada pihak yang menang dan ada pihak 
yang kalah (win – lose).  
4) Konflik realistis dan konflik nonrealistis. 
Konflik realistis yaitu konflik yang terjadi 
karena adanya perbedaan dan ketidak 
sepahaman mengenai cara pencapaian 
tujuan atau tujuan yang akan dicapai. 
Konflik nonrealistik yaitu konflik yang 
tidak ada kaitannya dengan isu substansi 
penyebab konflik.  
5) Konflik yang terjadi dalam sektor 
kehidupan manusia, yaitu politik, 
ekonomi, sosial, bisnis, kebudayaan, ras, 
agama, militer dan ilmu pengetahuan.  
Menurut Fisher pemetaan konflik 
meliputi pemetaan pihak berkonflik  dan 
berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. 
Pemetaan merupakan teknik yang digunakan 
untuk menggambarkan konflik secara grafis, 
menghubungkan piohak-pihak dengan masalah 
dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat 
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yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda 
memetahkan situasi mereka secara bersama-
sama, mereka saling mempelajari pengalaman  
dan pandangan masing-masing, (Susan, 2010 : 
95).  
Menurut Wehr dan Baros (Susan, 2010 : 
96)  mengemukakan bahwa teknik pemetaan 
konflik adalah:  
1) Specity the context, yang menelusuri  
informasi mengenai sejarah konflik dan 
bentuk fisik, bentuk fisik dan tata 
organisasi yang berkonflik. Konflik tidak 
muncul diruang hampa, bisa muncul dalam 
konteks politik negara, keluarga, 
perusahaan, komunitas etnis dan agama. 
2) Identify the parties, menemukan siapakah 
yang menjadi pihak-pihak yang 
berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah 
mereka yang menggunakan perilaku dan 
tindakan koersif dan memiliki arah 
kepentingan dari hasil konflik. Pihak 
konflik sekunder memiliki kepentingan 
tidak langsung terhadap hasil konflik. 
Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan 
bersedia mendorong proses resolusi 
konflik.  
3) Separate cause from concequences, 
seorang peneliti perlu memisahkan apa 
yang menjadi sebab akar konflik dan 
akibat-akibat sampingan dari konflik. 
4) Separate goals from interest goals, adalah 
sasaran selama proses konflik, lebih 
spesifik. Misalnya tujuan salah satu pihak 
selama berkonflik adalah meminta 
lawannya menyerahkan senjata sehingga 
tidak perlu ada kekerasan lagi. 
5) Understand the dynamics, dinamika 
adalah perkembangan situasi-situasi yang 
dibentuk oleh berbagai model tindakan 
para pihak yang berkonflik. 
6) Search for positive fungtions, adalah 
menemukan bentuk-bentuk perilaku yang 
memungkinkan konflik bisa mengarah 
pada penyelesaian. 
7) Understand the regulation potential, 
bagaimana aturan lagal, seperti undang-
undang bisa mengintervensi atau 
menggawangi proses konflik. 
 Wehr mengatakan bahwa pemetaan 
konflik adalah langkah pertama dalam campur 
tangan untuk mengelolah sebuah konflik 
tertentu. Tindakan ini memberikan pada pihak 
yang ikut campur tangan dan pihak-pihak yang 
bertikai sebuah pemahaman yang lebih jelas 
tentang asal usul, sifat, dinamika dan 
kemungkinan penyelesaian konflik (Miall, 2002 
: 142-143).    
b. Penanganan Konflik.  
Metode penyelesaian konflik 
dikelompokan  oleh Suprihanto (Sunyoto, 2013 
: 76-77) sebagai berikut: 
1) Competition, salah satu pihak berusaha 
untuk mencapai tujuannya tanpa 
menghiraukan dampaknya terhadap 
pihak-pihak lain. 
2) Avoidance, salah satu pihak yang 
berselisih menyadari bahwa konflik 
tersebut ada dan pihak ini menarik diri 
maupun berusaha menekan konflik 
dengan memaksanya tenggelam ke 
bawah permukaan (berpisah secara 
fiksik). 
3) Accomodation, salah satu pihak berusaha 
untuk mengalah, dalam artian memenuhi 
tuntutan pihak oposisinya. 
4) Compromise, jika pihak-pihak yang 
berselisih sama-sama bersedia 
berkorban, maka hasil kompromi akan 
dicapai. 
5) Collaboration, berusaha untuk 
memberikan keuntungan kepada kedua 
belah pihak. Konflik bentuk ini diubah 
menjadi situasi pemecahan masalah 
bersama. 
Miall dkk. (2002 : 171)  menjelaskan 
lebih lanjut tetang faktor pembangkit konflik 
dan pencegahan yang mungkin yaitu : 
1) Tingkat global, yaitu struktur sistem 
yang tidak sesuai, dan pencegahanya 
yaitu perubahan dalam tatanan 
internasional 
2) Tingkatan regional, yaitu pemukiman 
regional, dan pencegahannya dengan 
pengaturan keamanan regional. 
3) Tingkatan negara: 
a. Stratifikasi enis, pencegahannya 
melalui politik/federalisme/otonomi 
konsosiasional 
b. Ekonomi lemah, pencegahannya 
melalui pembangunan 
c. Aturan otoriter, pencegahannya 
melalui legitimasi, demokratisasi 
d. Pelanggaran HAM, pencegahannya 
melalui aturan hukum, monitoring/ 
proteksi HAM. 
4) Tingkat masyarakat :  
a. Masyarakat yang lemah, 
pencegahannya melalui memperkuat 
masyarakat sipil, institusi 
b. Komunikasi yang lemah, 
pencegahannya melalui Meja 
Bundar, workshop, hubungan 
komunitas 
c. Sikap yang depolarisasi, 
pencegahannya melalui kerja lintas 
budaya. 
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5) Tingkatan elit/individual, yaitu 
kebijakan eksklusionis, pencegahannya 
melalui moderat yang lebih kuat.  
C. Identifikasi Potensi Sumber Konflik di 
Wilayah Perbatasan Skow-Wutung 
Berdasarkan  hasil temuan di lapangan,  
permasalahan yang  berpotensi menjadi sumber 
konflik di wilayah perbatasan RI-PNG  di  
Kampung Skow-Wutung Distrik Muara Tami 
Kota Jayapura dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 
1. Tanah Adat dan Hak Ulayat. 
  Kepemilikan hak ulayat/tanah adat di 
wilayah perbatasan Indonesia dan PNG di 
Skow-Wutung merupakan salah satu 
permasalahan yang menjadi perhatian 
pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan 
karena sebagian wilayah pemerintahan 
Indonesia di wilayah perbatasan merupakan 
kepemilikan/hak ulayat warga negara PNG.  
Batas-batas wilayah kemepilikan hak 
ulayat dari warga negara Indonesia dengan 
pemilik hak ulayat dari warga negara PNG 
dibatasi oleh sungai Tami. Sebelah kanan 
(sebelah Timur)  dari sungai Tami mulai dari 
jembatan sungai Tami sampai ke perbatasan 
kedua negara adalah hak ulayat warga negara 
PNG (jauhnya sekitar 9 km dari jembatan sungai 
Tami sampai ke perbatasan). Sedangkan hak 
ulayat   warga negara Indonesia terletak di 
sebelah Barat dari Sungai Tami.    
Permasalahan tanah adat di wilayah 
perbatasan bukan hanya terjadi antara 
pemerintah Indonesia dengan  pemilik hak 
ulayat,  tetapi juga pemerintah Indonesia dengan 
pemerintah PNG.  Dari segi wilayah teritorial,  
pemerintah Indonesia yang memiliki  
kewenangan penuh, tetapi ketika akan 
memanfaatkan untuk aktitivitas pembangunan, 
pemerintah harus bernegoisasi dengan pemilik 
hak ulayat dan pemerintah PNG untuk mendapat 
persetujuan. Hal ini perlu mendapat perhatian 
pemerintah untuk mencari solusi agar tidak  
menjadi sumber konflik antara kedua negara di 
kemudian hari.  
2. Pelintas Batas Ilegal dan Jalan Alternatif 
 Pelintas batas ilegal  di wilayah 
perbatasan Skow-Wutung merupakan salah satu 
permasalahan yang cukup menonjol. Pelintas 
batas ilegal merupakan salah satu masalah 
pelanggaran  hukum yang senantiasa dijumpai 
di kedua  negara  yang berbatasan. Adanya 
kedekatan emosional dan kemiripan/kesamaan 
dalam beberapa aspek seperti  nilai budaya,  
kesamaan  ras bahkan ada   yang memiliki garis 
keturunan yang sama (satu marga), serta ikatan 
kekeluargaan antara kelompok masyarakat yang 
berbatasan membuat  mereka berhubungan dan 
berinteraksi secara intens. Mereka saling 
mengunjungi satu sama lain yang kadang-
kadang tidak melalui prosedur yang ditetapkan 
untuk melintas batas.  
Kondisi tersebut di atas, sehingga 
pemerintah Indonesia dan PNG  kebijakan 
memberikan penanganan khusus magi 
masyarakat lokal yang berdomisili di disekitar 
wilayah perbataasan untuk melintas batas tanpa 
harus menggunakan paspor. Pemerintah 
Indonesia dan PNG  membuat kebijakan  
dengan mengeluarkan Kartu Tanda Ijin Masuk 
(ID Card) sebagai pengganti pasport yang  
hanya berlaku bagi masyarakat lokal yang 
tinggal di sekitar wilayah perbatasan.  
Pemberian Kartu ID Card  hanya terbatas 
bagi masyarakat  dari Kampung Moso, 
Kampung Skow Sai, Kampung Skow Yambe 
dan Kampung Skow Mabo di Indonesia; 
sedangkan bagi masyarakat PNG  yaitu 
masyarakat  Kota Vanimo dan kampung 
Wutung.   
Kartu Tanda Ijin Masuk yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan 
PNG  hanya berlaku untuk daerah-daerah 
tertentu di Indonesia dan PNG. Untuk wilayah 
Indonesia  Kartu  Id Card hanya berlaku  di 
wilayah kota Jayapura, sedangkan untuk 
wilayah PNG hanya berlaku di wilayah Kota 
Vanimo dan Kampung wutung. Jika bepergian 
diluar wilayah yang telah ditentukan, maka 
mereka harus  mengurus dan menggunakan 
pasport.    
 Pada umumnya mereka yang melakukan 
pelintas batas ilegal berhubungan dengan 
tindakan penggaran hukum yaitu mereka yang  
melakukan kriminal   seperti peredaran narkoba 
dan senjata tajam atau oknum-oknum yang 
melarikan diri karena melakukan tindakan 
kriminalitas maupun kasus-kasus politik.  
 Menurut keterangan Kepala Badan 
Perbatasan bahwa terjadinya kasus-kasus 
kejahatan di wilayah perbatasan  terutama 
peredaran barang-barang ilegal dan pencurian 
disebabkan karena banyaknya jalan-jalan 
alternatif (jalan tikus) melalui hutan.  Selain  itu, 
peredaran narkoba dan senjata tajam  melalui 
jalur laut, karena pengawasan dan pengamanan 
belum maksimal.   
3. Peredaran Narkoba dan Senjata Tajam 
Peredaran barang ilegal terutama 
narkoba, senjata tajam merupakan 
permasalahan utama yang  menjadi perhatian di 
wilayah perbatasan Skow-Wutung.  
Permasalahan ini  menjadi  perhatian serius dari 
pemerintah Indonesia untuk  mendapat 
penanganan  dengan baik. Hal ini telah  jelaskan 
oleh Kepala Badan Perbatasan (Cepos, tanggal 
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11 Juli 2015) bahwa memang peredaran barang 
ilegal seperti senjata dan baranglainnya dalam 
bentuk ganja masih terjadi di daerah perbatasan. 
Hal ini diketahui dari rapat koordinasi yang 
dilakukan oleh pihak-pihak terkait selama ini.    
Penanganan kasus peredaran Narkoba di 
wilayah perbatasan  merupakan salah satu  
perhatian petugas keamanan di wilayah 
perbatasan. Kasus yang paling aktual  mengenai 
peredaran narkoba terjadi pada tanggal 15 
September 2015, di mana petugas Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di 
wilayah perbatasan Indonesia–PNG di Skow–
Wutung berhasil menggagalkan penyelundupan 
4 Kg sabu-sabu yang diperkirakan bernilai 
sekitar 4 millyar yang berasal dari wilayah PNG.  
Menerut petugas keamanan di wilayah 
perbatasan  bahwa kasus-kasus peredaran 
narkoba dan senjata tajam sebagian besar 
dilakukan  oleh pelintas batas ilegal.  Peredaran 
barang ilegal khususnya peredaran narkoba   
seringkali terjadi melalui jalan alternatif di 
hutan-hutan dan melalui jalur  laut, sehingga 
terlepas dari pengawasan. Mereka melintas 
dengan bebas melalui jalan alternatif untuk 
keluar masuk  karena tidak terjangkau oleh 
petugas keamanan.   Mereka seringkali 
melakukan  transaksi   di tengah laut  karena di 
luar jangkauan petugas keamanan.  
4. Status Kewarganegaraan Ganda. 
Permasalahan lainnya yang diidentifikasi 
sebagai salah satu potensi sumber konflik adalah 
masalah status kewarganegaraan.   Ini terjadi 
karena mereka bolak balik melintas secara bebas 
antara Indonesia dan PNG sehingga kadang-
kadang terdaftar di dua negara atau memiliki 
kartu tanda penduduk ganda (Indonesia dan 
PNG).  
 Permasalahan yang berhubungan 
dengan kepemilikan kewarganegaraan ganda 
terutama berhubungan dengan  indentitas yang 
tercatat di kedua negara yang berbatasan, 
sehingga mereka bebas keluar masuk di kedua 
negara. Selain itu,  kepemilikan 
kewarganegaraan ganda, akan dimanfaatkan 
untuk  mendapat batuan  dari pemerintah 
Indonesia dan pemerintah PNG. Permasalahan 
ini  berpotensi konflik   juka tidak diantisipasi 
secara dini.    
5.  Tenaga Kerja Asing (Tukang ojek dan 
Gerobak) 
Pembangunan pasar di wilayah 
perbatasan Skow-Wutung berdampak pada 
meningkatnya aktivitas diwilayah perbatasan 
termasuk ojek motor dan  alat angkut barang 
(gerobak). Hal ini memberikan keuntungan 
tersendiri terutama pada hari pasar terutama 
bagi tenaga kerja motor ojek dan gerobak, di 
mana mereka sibuk melayani masyarakat yang 
datang berbelanja dan sebaliknya. Mereka 
melayani warga PNG dari garis perbatasan 
sampai ke pasar perbatasan yang jaraknya  
kurang lebih 300 meter.  Mereka yang 
berprofesi sebagai tukang ojek motor dan 
gerobak ini sebagian besar adalah warga negara 
PNG.     
Aktivitas tukang ojek  dan gerobak yang 
dioperasionalkan oleh warga negara PNG di 
wilayah perbatasan  ini  mendapat sorotan dari 
warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah 
perbatasan.  Hal ini terjadi karena, mereka 
secara bebas beraktivitas dalam wilayah 
pemerintahan Indonesia tanpa melalui prosedur 
yang ditetapkan, sehingga bersifat ilegal. 
Permasalahan ini bisa menimbulkan 
kecemburuan sosial  dari warga negara 
Indonesia di perbatasan,  dan dapat memicu 
potensi sumber konflik.  
6. Penggunaan Mata Uang Asing 
 Pembangunan pasar  di wilayah 
perbatasan  telah membawa perkembangan dan 
kemajuan, tetapi  juga menimbulkan 
permasalahan terutama penggunaan mata uang 
asing dalam wilayah pemerintahan Indonesia. 
Jenis mata uang yang digunakan dan beredar 
sebagai alat pembayaran   adalah  mata uang 
kina dari negara PNG.     
Penggunaan mata uang  negara PNG di 
pasar perbatasan     mendapat sorotan dari  
masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan. 
Hal ini disebabkan karena lokasi pasar berada 
dalam wilayah penerintahan Indonesia, tetapi 
mata uang rupiah  yang beredar adalah kina.  
Penggunaan mata uang asing sebagai alat 
transaksi dalam wilayah pemerintahan 
Indonesia akan berpengaruh terhadap semakin 
rendahnya nilai mata uang rupiah. Nilai mata 
uang rupiah jauh lebih rendah dibandingkan 
nilai mata uang kina, di mana satu (1) kina 
nilainya sama dengan Rp 4.400. – Rp 4.500.     
7. Transfortasi 
Pembangunan pasar di wilayah 
perbatasan Indonesia-PNG di kampung Skow-
Wutung membawah dampak terhadap 
perkembangan dan kemajuan transfortasi 
disekitar wilayah perbatasan. Pembangunan 
sarana dan prasaranan transfortasi di wialayah 
perbatasan mendapat perhatian serius dari 
pemerintah PNG. Tingginya animo masyarakat 
PNG yang memmanfaatkan pasar di wilayah 
perbatasan disikapi oleh pemerintah PNG untuk 
membangun sarana dan prasarana transfortasi di 
wilayah perbatasan Skow- Wutung.      
  Keadaan fasilitas dan sarana 
transfortasi  di wilayah Indonesia masih kurang 
dan terbatas terutama terhadap terminal 
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angkutan dan mobil angkutan umum. 
Keterbatasan angkutan umum yang melayani 
wilayah perbatasan dengan daerah lainnya 
terutama  kota kota Jayapura, membuat  
masyarakat umum kesulitan untuk mengunjungi 
wilayah perbatasan.    
 Permasalahan transfortasi di wilayah 
perbatasan bukan hanya dialami oleh 
masyarakat yang ingin mengunjungi wilayah 
perbatasan, tetapi juga dialami oleh masyarakat 
yang tinggal di sekitar perbatasan. Hal ini telah 
dikemukakan oleh   salah seorang warga 
perbatasan bahwa  transfortasi merupakan salah 
satu kendala utama bagi masyarakat di daerah 
Muara Tami sebagai lokasi yang berbatasan 
langsung dengan negara PNG  
 Keterbatasan sarana dan prasarana 
transfortasi serta fasilitas angkutan umum di 
wilayah perbatasan berdampak terhadap 
besarnya biaya transfortasi yang dikeluarkan 
dan tidak sebanding dengan pendapatan  yang  
dapatkan. Selain itu, keterbatasan sarana dan 
prasarana  transfortasi  ini  merupakan salah satu 
faktor yang membuat  wilayah kampung di 
sekitar perbatasan terasa tertinggal dan 
terpencil, padahal wilayahnya termasuk dalam 
wilayah pemerintahan Kota Jayapura. 
8. Kesenjangan Sosial Ekonomi 
(Kasejahteraan) 
Faktor sosial ekonomi (kesejahteraan)  
merupakan salah satu permasalahan yang 
dihadapi masyarakat lokal yang berdomisili di 
wilayah perbatasan.  Rendahnya Tingkat 
kesejahteraan  masyarakat dipengaruhi oleh 
kondisi sarana dan prasarana yang terbatas, 
rendahnya tingkat pendidikan dan kuaitas 
sumber daya manusia.    
 Keterbatasan sarana dan prasarana di 
wilayah perbatasan terutama diwilayah yang 
didiami masyarakat berdampak pada 
perkembangan kualisatas sumber daya 
manusianya yang rendah.  Masalah 
pembangunan wilayah perbatasan mendapat 
sorotan dari  dan perhatian setius dari 
pemerintah daerah. Gubernur provinsi Papua 
menjelaskan bahwa penanganan daerah 
perbatasan di Papua harus di maksimalkan, 
mengingat daerah perbatasan merupakan garda 
terdepan dari NKRI. Pengembangan daerah 
perbatasan harus diseriusi oleh pihak-pihak 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya 
seperti Disjen Pengembangan Daerah Tertentu, 
Ditjen Pengembangan Daerah Perbatasan, dan 
Kementerian Desa Pembangunan  Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi.  
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan 
bahwa beragam probulem yang dihadapi desa-
desa kawasan perbatasan mulai dari 
keterbatasan akses transfortasi, telekomunikasi, 
pendidikan, kesehatan, pemukiman dan 
keterisolasian daerah tersebut. Hal ini 
diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, tingkat pendapatan yang rendah dan 
kesempatan berusaha yang rendah. Selain itu, 
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan 
masyarakat pada pos lintas batas kependudukan, 
keimigrasian, ketenagakerjaan, dan minimnya 
kesejahteraan, (Cepos, 14 September 2015).  
Masalah perbatasan juga mendapat 
sorotan dari Komandan Satgas Pamtas Yonif 
323/Raider bahwa daerah perbatasan 
merupakan beranda sebuah negara, sehingga 
sepatutnya sektor pembangunan juga bisa 
menjangkau daerah perbatasan tersebut. 
Pembangunan tidak hanya di kota, sebab daerah 
perbatasan merupakan pintu masuk bagi warga 
dari negara tetangga dan dirasa penting untuk 
sama-sama menjamin kelengkapan fasilitas. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat 
perbatasan harus tersentu pendidikan, kesehatan 
dan transfortasi,  (Cepos, 14 September 2015).   
Penjelasan  Gubernur Provinsi Papua dan 
Komandan Satgas Pamtas Yonof 323/Reider 
tersebut di atas, merupakan   permasalahan yang 
terjadi di wilayah perbatasan Indonesia PNG di 
Kampung Skow-Wutung. Faktor yang 
mengebabkan sehingga tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal disekitar wilayah 
perbatasan masih rendah  terutama karena  
keterbatasan sarana dan prasarana, dan 
rendahnya tingkat  kesejahteraan masyarakat  
dan kualitas sumber daya manusianya 
(pendidikan) serta pelayanan kesehatan yang  
belum maksimal. Masalah rendahnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat perbatasan juga 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:  
a. Produksi dan Pendapatan 
 Pola usaha tani masyarakat lokal yang 
berdomisili di perbatasan umumnya masih 
bersifat sub-sistens yaitu hasil produksinya 
masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 
pokok, belum berorientasi pasar. Hasil 
produksinya pun masih tergolong kecil sehingga 
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 
sehari-hari. Rendahnya hasil produksi usaha tani 
masyarakat di wilayah perbatasan berpengaruh 
terhadap rendahnya tingkat pendapatannya.  
Masyarakat lokal yang beraktivitas 
sebagai pedagang masih tergolong sangat 
kurang karena disamping keterbatasan modal, 
juga karena  ketrampilan dalam berdagang kalah 
bersaing dengan pedagang dari luar. Mereka  
terbatas pada usaha kecil-kecilan dengan 
membuka kios atau  menjual pinang/sirih. 
Keterbatasan sumber-sumber ekonomi 
yang diperoleh masyarakat lokal di wilayah 
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perbatasan,  melahirkan  kesenjangan 
pendapatan  dengan masyarakat dari daerah 
lainnya. Kesenjangan ini memicuh 
kecemburuan sosial dan salah satu potensi  
sumber  konflik.  Selain itu, rendahnya tingkat 
kesejahteraan dan keterbatasan sumber 
pendapatan menyebabkan sebagian masyarakat 
lokal di sekitar perbatasan 
menyeberang/melintas untuk bekerja  ke  negara 
PNG.    .   
b. Pasar Perbatasan: 
Pembangunan pasar di wilayah 
perbatasan Skow-Wutung kota Jayapura     
memberikan dimaksudkan untuk kemajuan dan 
perkembangan di wilayah perbatasan. Selain itu, 
Pembangunan pasar perbatasan ditujukan untuk 
kepentingan aktivitas ekonomi masyarakat 
kedua negara yang berbatasan,  terutama yang 
tinggal di wilayah perbatasan  sehingga mamacu  
pertumbuhan  perekonomian  mereka. 
Secara umum, keberadaan pasar di 
wilayah perbatasan memberikan dampak yang 
cukup besar bagi aktivitas perekonomian karena 
memberikan keuntungan yang cukup besar bagi 
para pedagang  di Indonesia.  Menurut  Kepala 
Badan Perbatasan bahwa aktivitas pasar yang 
beroperasi diwilayah berbatasan bisa 
menghasilkan peredaran uang menncapai Rp.  6 
(enam) milliar dalam sebulan. Jenis-jenis barang 
yang dijual terutama 9 bahan pokok dan alat-alat 
elektronik.  
Barang-barang komuditas  yang 
dipasarkan terutama kebutuhan pokok yakni 
makanan dan minuman, pakaian, peralatan 
rumah tangga dan  barang-barang elektronik. 
Para pedagang datang berjualan sesuai dengan 
jadwal  waktu pasar beroperasi yaitu selasa dan 
kamis.  Namun ada juga  pedagang yang 
berjualan setiap hari  dan tinggal di pasar 
perbatasan.    
Dampak positip pembangunan pasar 
perbatasan telah dirasakan oleh para pedagang 
di pasar perbatasan, namun belum  nampak  bagi   
masyarakat lokal yang berdomisili di 
perbatasan,  karena hanya sebagian kecil yang 
beraktivitas untuk memanfaatkan pasar sebagai 
usaha ekonomi. Aktivitas usaha ekonomi  
masyarakat lokal dipasar terbatas pada usaha 
kecil seperti jual pinang dan ikan asar. 
Ketidakmampuan mereka berkompetisi dan 
bersaing dalam usaha ekonomi menjadi salah 
satu pemicu timbulnya kecemburuan sosial 
yang bisa berimbas pada munculnya konflik. 
D. Kesimpulan dan Saran: 
1. Kesimpulan 
Identifikasi permasalahan yang 
berpotensi sumber konflik di wilayah 
perbatasan Skow-Wutung (Indonesia-PNG) 
adalah sebagai berikut:  kepemilikan hak 
hulayat (tanah adat) dari warga negara  PNG 
dalam wilayah pemerintahan Republik 
Indonesia, pelintas batas ilegal dan banyaknya 
jalan alternatif (darat dan laut) di sepanjang 
garis perbatasan,  maraknya peredaran narkoba 
dan senjata tajam, kepemilikan 
kewarganegaraan ganda, tenaga kerja asing 
(warga PNG) yang mengoperasikan motor ojek 
di dalam wilayah pemerintahan RI,  peredaran 
mata uang asing (kina) di pasar perbatasan, 
transfortasi dan  kesenjangan sosial ekonomi 
(kesejahteraan) masyarakat  yang berdomisili di 
wilayah perbatasan.    
2. Saran:  
a. Pemerintah perlu memperketat wilayah 
perbatasan, tidak hanya pada jalan lintas 
skow-wutung, tetapi jalan-jalan 
alternatif sepanjang wilayah perbatasan 
untuk mencegah keluar masuknya 
pelintas batas dan barang-barang ilegal. 
b. Percepatan pembangunan di wilayah 
perbatasan khususnya pembangunan 
infra struktur dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang 
berdomisili di perbatasan,  sehingga  
merasa bangga sebagai warga negara 
NKRI.  
c. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk 
mendorong peningkatan hasil produksi 
masyarakat lokal sehingga  
pendapatannya meningkat dan mengatasi 
kesenjangan sosial ekonomi dengan 
masyarakat lainnya. 
d. Kebijakan  pemerintah untuk 
menggunakan mata uang rupiah (mata 
uang RI)    sebagai alat  pembayaran di 
pasar perbatasan, dan tidak 
membolehkan peredaran mata uang PNG 
(Kina), karena lokasi pasarnya dalam 
wilayah pemerintah Indonesia. 
e. Perlu pengawasan pemerintah terhadap 
warga negara asing yang  berkerja dalam 
wilayah pemerintahan Indonesia 
(termasuk tukan ojek dan gerobak di 
pasar perbatasan).   
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